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BAB IV 
PEMBAHASAN 

IV.A.Gambaran Umum 

Perkembangan industri rekaman suara di dunia saat ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Saat ini telah ada beberapa format rekaman suara, 

mulai dari rekaman suara vinyl atau biasa disebut dengan piringan hitam yang 

memiliki ciri khas dari suara yang dihasilkannya, yang lebih terdengar alamiah, 

natural, dan vintage. Kemudian rekaman suara dalam format pita kaset yang 

lebih praktis dalam membawanya, dan kualitas suara yang dihasilkan juga lebih 

bagus. Berkembang kemudian dengan CD (Compact Disc) atau cakram padat, 

yang mulai menggunakan teknologi digital, sehingga kualitas suara yang 

dihasilkan sangat jernih. Semua format tadi sampai saat ini masih digunakan 

oleh beberapa perusahaan rekaman, bahkan format vinyl pun masih dipakai oleh 

DJ (Disc Jockey).  

Kemudian ada suatu format yang baru-baru ini begitu populer di 

masyarakat yaitu format MP3. Format ini fungsinya adalah untuk streaming 

dalam internet sehingga file audio dapat ditransfer dengan cepat, karena 

semakin kecil ukuran file yang ditransfer atau didownload semakin cepat pula 

waktu yang dibutuhkan. Format MP3 merupakan salah satu format kompresi 

audio, dimana file audio yang besar dikompres menjadi file audio berukuran  kecil 

yang disebut dengan MP3, sehingga dalam transfer atau download di internet 

akan memakan waktu yang lebih singkat. Tidak begitu lama kemudian, muncul 

CD MP3 di pasaran, berbentuk satu keping CD akan tetapi berisi ratusan lagu di 

dalamnya, dengan harga yang sangat murah. Hal ini dapat terjadi karena CD 

(Compact Disc) merupakan media penyimpanan data digital, sehingga CD tidak 

hanya dapat digunakan untuk menyimpan data audio saja (CD Audio), akan 
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tetapi CD juga dapat digunakan untuk menyimpan data digital lainnya, seperti 

data komputer, data video, dan juga MP3. File audio MP3 dapat berupa rekaman 

suara atau lagu, dimana dalam satu lagu berukuran sekitar 3,8 Mb (Mega byte), 

sehingga apabila dalam satu keping CD yang berkapasitas 700 Mb, maka dalam 

satu keping CD dapat berisi sekitar 184 lagu. 

Permasalahannya adalah dalam CD MP3 tersebut terdapat beberapa album oleh 

artis dan perusahaan rekaman yang berbeda-beda, dimana dalam industri 

rekaman sangat jarang bahkan tidak mungkin terjadi. Apakah perusahaan 

rekaman tersebut mengadakan suatu perjanjian untuk menerbitkan kompilasi 

dalam CD MP3 tersebut juga tidak mungkin karena adanya suatu image yang 

berbeda pada masing-masing perusahaan rekaman. Berarti terdapat suatu 

perbanyakan tanpa izin terhadap rekaman suara tersebut oleh pihak lain, 

kemudian bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi produser rekaman 

suara, terutama dengan adanya perbanyakan tanpa izin tersebut ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 

 

IV.B.Upaya Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara 

Dalam rangka mendukung perkembangan industri rekaman suara dan 

dalam rangka penyesuaian ketentuan internasional di bidang HaKI, dilakukan 

perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 

Tentang Hak Cipta yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1997, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta terutama yang berkaitan dengan pengaturan rekaman suara yang 

sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. 
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Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan 

perlindungan atas hak cipta termasuk rekaman suara serta ditujukan untuk 

menumbuhkan sikap pengakuan, penghargaan dan penghormatan masyarakat 

terhadap karya intelektual seseorang di bidang seni, sastra, dan ilmu 

pengetahuan termasuk karya rekaman suara atau lagu masuk dalam kategori 

ciptaan di bidang seni. Dengan adanya sikap pengakuan, penghargaan dan 

penghormatan masyarakat atas karya intelektual seseorang tersebut diharapkan 

dapat diciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan mencipta yang pada gilirannya 

secara simultan dapat memberi pengaruh bagi tumbuh suburnya kreativitas 

masyarakat, sehingga menimbulkan stimulan yang signifikan bagi lahirnya 

ciptaan-ciptaan baru yang beragam, berkualitas, serta memberi manfaat bagi 

pengkayaan khasanah kehidupan bangsa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, rekaman suara 

merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta (pasal 12 huruf 

d). Ciptaan itu sendiri diartikan sebagai hasil setiap karya pencipta dalam bentuk 

yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, 

seni, atau sastra (pasal 1 angka (3) UUHC). Sedangkan hak cipta diartikan 

sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (pasal 1 angka (1) UUHC). 

Hak cipta tidak melindungi ide tetapi melindungi ekspresi dari ide. Ciptaan 

juga harus memenuhi unsur originality yang bukan berarti harus baru tetapi 

menunjukkan bahwa penciptanya yang memberikan eksistensi pada sesuatu 

berdasarkan kreativitasnya (creativity) 
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Hak cipta atas rekaman suara menjadi hak eksklusif produser rekaman 

suara. Mengenai siapa yang dimaksud dengan produser rekaman suara dalam 

pasal 1 angka (11) UUHC menyebutkan bahwa produser rekaman suara adalah 

orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung 

jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik 

perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman 

bunyi lainnya. 

Dengan hak eksklusif atas rekaman suara, produser rekaman memiliki 

hak untuk memberi izin atau melarang orang lain memperbanyak rekaman suara. 

Untuk perolehan hak cipta atas rekaman suara, maka tidak ada 

keharusan untuk melakukan pendaftaran. Hak cipta itu lahir sejak ciptaan itu ada 

atau terwujud. Sehingga kerangka perlindungan hak cipta bersifat otomatis 

seketika setelah ciptaan itu lahir. Dengan kata lain, pendaftaran tidak melahirkan 

hak tetapi hanya menunjukkan bukti awal hak cipta, sehingga rekaman suara 

memperoleh hak seketika setelah rekaman suara itu selesai diwujudkan. 

Meskipun demikian untuk pembuktian yang akurat tentang adanya hak 

atas rekaman suara, seyogyanya produser rekaman suara mendaftarkan hak 

cipta atas rekaman suara tersebut. 

 

IV.B.1.Hak-hak Produser Rekaman Suara 

Sebagai konsekuensi ratifikasi persetujuan TRIP’s (Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 

Goods), Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengatur perlindungan produser 

rekaman suara dalam UUHC-nya. Pengaturan mengenai produser rekaman 

suara ini dapat dilihat dalam Bab VII UUHC tentang hak-hak yang terkait dengan 



 5 

hak cipta (neighboring right). Pasal 49 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa 

produser rekaman suara memiliki hak eksklusif atas rekaman suara. Pada 

dasarnya hak eksklusif yang dimiliki produser rekaman suara memiliki dua 

elemen hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Jenis hak ekonomi pada hak cipta 

adalah sebagai berikut (Abdulkadir M., 1994): 

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah Ciptaan dengan 

pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut 

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 

termasuk mengalihwujudkan ciptaan. 

2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk 

lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan 

sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio. 

3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, 

atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan 

cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, 

dijual, atau disewa oleh orang lain. 

4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, 

mempergelarkan, memamerkan ciptaan, di bidang seni oleh musisi, 

dramawan, seniman, peragawati. 

Hak perbanyakan dapat dibedakan menjadi: 

a. hak reproduksi (reproduction rights) yaitu memperbanyak karya cipta 

rekaman suara atau musik melalui berbagai media; 

b. hak mekanis (mechanical rights) yaitu memperbanyak karya cipta musik 

secara mekanisme melalui media pita kaset, rekaman suara, cakram padat 

(CD), piringan hitam, dan lain-lainnya; 
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c. hak padu (synchronization rights) yaitu hak untuk memadukan dan 

menggandakan karya cipta secara audio visual melalui kaset video, Laser 

Disk, VCD, DVD, dan lain-lain. 

Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini (Prof. 

Abdulkadir M., 2001): 

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama 

pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemuannya. 

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa 

persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya. 

3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau 

penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam 

masyarakat. 

 

IV.B.2.Syarat, Mekanisme dan Jangka Waktu Perlindungan 

Sebagaimana diuraikan bahwa rekaman suara masuk sebagai ciptaan 

yang dilindungi hak cipta (Pasal 12 huruf d UUHC). Untuk bisa diberikan 

perlindungan maka rekaman suara yang dihasilkan oleh produser rekaman suara 

merupakan hasil karya perekaman produser rekaman suara dalam bentuk yang 

khas dan menunjukkan keasliannya, bahwa rekaman suara telah diwujudkan dan 

tidak hanya berupa ide, juga harus memenuhi unsur originalitas dan kreativitas 

yaitu bahwa rekaman suara tersebut benar-benar merupakan hasil karya dari 

produser. 

Mengenai mekanisme perlindungan, tidak ada keharusan untuk 

pendaftaran hak guna mendapatkan perlindungan . hak produser rekaman suara 

lahir seketika rekaman suara telah dihasilkan atau diwujudkan. Meskipun 



 7 

pendaftaran bukan merupakan mekanisme lahirnya hak atas rekaman suara, 

tetapi untuk memudahkan pembuktian seyogyanya produser rekaman suara 

mandaftarkan haknya. 

Mengenai jangka waktu perlindungan, Pasal 50 ayat (1) UUHC, 

menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara 

yang menghasilkan karya rekaman suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 

sejak karya tersebut selesai direkam, dan Pasal 50 ayat (2) UUHC, menyebutkan 

bahwa penghitungan jangka waktu perlindungan tersebut dimulai sejak tanggal 1 

Januari tahun berikutnya setelah karya rekaman selesai direkam. 

 

IV.B.3.Upaya Pemulihan Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak/ Perbanyakan 

tanpa izin 

Industri rekaman suara merupakan sebuah industri yang tidak hanya 

menawarkan keglamoran tetapi juga merupakan bisnis yang mudah 

mendatangkan penghasilan dalam jumlah besar apalagi melalui jalan pintas 

dengan cara melanggar hak. Sebagai contoh seorang yang melakukan 

pembajakan atas rekaman suara yang sedang meledak di pasaran akan 

memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa karena pembajak hanya 

mengeluarkan biaya produksi dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi, 

studio rekaman, membayar lagu kepada pencipta lagu, honor penyanyi/ artis, 

penata musik, musisi, bayar pajak kepada pemerintah, dan lain-lainnya yang 

kesemuanya itu harus ditanggung semua oleh produser rekaman suara yang 

orisinal. 

Terdapat tiga macam bentuk pembajakan karya rekaman suara, yaitu: 
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1. Plagiarism (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan 

dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran 

dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya. Lebih dikenal dengan 

kaset/cd aspal (asli tapi palsu). 

2. Pirate (pembajakan), yaitu bentuk perbanyakan karya rekaman yang 

dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album 

rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku di pasaran. Dikenal 

juga dengan istilah album seleksi/ ketikan. 

3. Bootleg, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat 

seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (live show) 

di panggung tanpa izin darinya. Kejahatan seperti ini pernah dilakukan 

terhadap seorang artis penari dangdut terkenal di Indonesia. Sejak akhir 

tahun 1995 mulai didapat hasil rekaman bootleg yang dilakukan di luar 

negeri seperti Eropa dan Australia yang dipasarkan dengan bebas di 

Indonesia. (Sumber: Asiri Company Profile) 

Adanya kecenderungan tumbuhnya pembajakan pembajakan karya 

rekaman suara yang sangat subur didasarkan pada kondisi: 

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. 

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual masih rendah, sehingga 

kesadaran hukum dan penghargaan masyarakat atas hak kekayaan 

intelektual khususnya hak cipta seseorang tidak seperti yang diharapkan. 

2. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Meskipun pengaturan hak cipta 

sudah memadai, namun penegakan hukum atas aturan hak cipta tersebut 

tidak maksimal sehingga mengakibatkan tidak ada efek jera bagi pelanggar 
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hak. Pembajak lebih tergiur kepada keuntungan yang bakal didapat secara 

instan daripada ancaman hukum yang diatur Undang-Undang. 

3. Sikap masyarakat yang apriori. Masyarakat cenderung apriori terhadap 

penegakan hukum hak cipta, sehingga lahir semacam ketidakpedulian 

terhadap pelanggaran, meskipoun pelanggaran tersebut terjadi di depan 

mata. 

4. Kemajuan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi tidak hanya membawa 

efek positif bagi kehidupan masyarkat, tetapi juga membawa dampak 

negatif. Dengan kemajuan teknologi pembajakan semakin mudah 

dilakukan, bahwa untuk melakukan pembajakan karya rekaman suara tidak 

lagi dibutuhkan keahlian khusus. 

Menghadapi pelanggaran atas karya rekaman, ada beberapa upaya 

pemulihan yang dapat dilakukan oleh produser rekaman suara sebagai pihak 

yang berhak, yaitu: 

1) Penerapan sanksi perdata, meliputi: 

a) Damages (semacam ganti rugi). Pemegang hak cipta berhak 

mengajukan ganti rugi atas kerugian yang diderita (Pasal 56 ayat (1) 

UUHC). 

b) Account of Profit (kompensasi atas keuntungan yang seharusnya 

didapat). Pemegang hak cipta berhak untuk meminta kepada 

pengadilan agar memerintahkan penyerahan keuntungan/ 

penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 

ayat (2) UUHC) 

c) Injuction (semacam putusan sela). Pengadilan berwenang 

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, 
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perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau 

barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 

(3) UUHC) 

2) Penerapan sanksi pidana. Adanya gugatan perdata yang diajukan pemegang 

hak tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntuan pidana terhadap 

pelanggaran hak cipta (Pasal 66 UUHC). Ketentuan pidana terhadap 

pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 72 yang memberikan sanksi pidana 

berupa: 

a) Maksimal penjara 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda maksimal Rp. 

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jika menerbitkan atau 

memperbanyak ciptaan secara tanpa hak (Pasal 72 ayat (1)); 

b) Maksimal penjara 5 (lima) tahun dan/ atau denda maksimal Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika menyiarkan, memamerkan, 

memperdagangkan, atau menjual ciptaan secara tanpa hak atau 

memalsukan karya cipta (Pasal 72 ayat (2)). 

Pasal 73 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa ciptaan atau barang yang 

merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk 

dimusnahkan. 

  

IV.C.CD MP3 

MP3 merupakan sebuah system untuk encoding secara digital sehingga 

memungkinkan untuk dimainkan dalam komputer. Keuntungan primer dari MP3 

adalah, bahwa MP3 dapat mengompres file audio digital menjadi file yang 

berukuran cukup kecil, sehingga memungkinkan untuk dikirim melalui internet 
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dan dengan kualitas suara yang sama seperti audio compact disc (CD). 

Meskipun MP3 memungkinkan untuk digunakan dengan file lainnya, tapi 

kegunaannya cenderung digunakan terutama untuk musik dan rekaman suara 

pada khususnya.  

Penggunaan MP3 sendiri pada suatu keadaan dapat dikatakan sebagai 

suatu pelanggaran, akan tetapi  pada keadaan yang lain dapat pula bukan suatu 

pelanggaran. Suatu contoh untuk penggunaan yang legal (bukan suatu 

pelanggaran) adalah bila seseorang membeli CD musik dan kemudian meng-

encode atau merubahnya menjadi format MP3 dengan tujuan agar dapat 

dimainkan dan diperdengarkan secara pribadi di dalam komputer sehingga 

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan lainnya dengan komputer 

sambil mendengarkan musik tersebut untuk pribadi dengan menggunakan 

komputer itu juga, sehingga kerja komputer tidak terlalu berat dibandingkan 

dengan menggunakan CD, hal ini sesuai dengan pasal 57 UUHC. Apabila orang 

tersebut kemudian melakukan posting file MP3 tadi ke internet tanpa izin dari 

pemegang hak cipta lagu atau rekaman suara dalam bentuk MP3 tersebut 

(menyiarkan tanpa izin pemegang hak cipta) dapat dikategorikan penggunaan 

MP3 tersebut merupakan suatu pelanggaran, sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) 

UUHC.  

Produser rekaman sangat prihatin dengan mudahnya penyebaran MP3 

karena ini merupakan ancaman langsung dari distribusi rekaman suara mereka, 

apalagi kini MP3 tidak hanya dapat dimainkan di komputer saja tetapi juga 

terdapat player MP3 terpisah lainnya. 

Selain itu di Indonesia terdapat CD MP3, yang dalam satu keping CD 

memuat ratusan lagu dari bermacam-macam album rekaman suara oleh 
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produser dan artis yang berbeda. Apabila diteliti lebih lanjut, dalam cover CD 

MP3 tersebut tidak tercantum perusahaan rekaman yang mengeluarkannya, 

tidak terdapat stiker ppn, dan lain-lainnya yang menandakan bahwa CD tersebut 

orisinal. 

Dari tiga macam bentuk pembajakan karya rekaman suara (plagiat, 

pirate, bootleg), CD MP3 dapat dikategorikan sebagai pirate, yaitu bentuk 

perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu 

dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang 

laku di pasaran.  

Dengan dikategorikan CD MP3 sebagai pirate, maka produser rekaman 

suara yang haknya dilanggar tersebut dapat menggugat, karena produser 

mempunyai hak eksklusif sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UUHC yang 

menyebutkan bahwa produser rekaman suara memiliki hak eksklusif atas 

rekaman suara. Pada dasarnya hak eksklusif yang dimiliki produser rekaman 

suara memiliki dua elemen hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral, dan hak 

perbanyakan merupakan salah satu dari hak ekonomi. 

Menghadapi pelanggaran atas karya rekaman tersebut, ada beberapa 

upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh produser rekaman suara sebagai 

pihak yang berhak, diantaranya dengan gugatan perdata, yaitu sesuai dengan 

pasal 56 ayat: 

(1) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 

Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan 

terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu; 

(2) Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar 

memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang 
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diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan 

atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; 

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugianyang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan 

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/ atau 

perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak 

cipta. 

Secara pidana dapat diterapkan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UUHC. 

Pasal 72 ayat (1) yaitu, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) 

dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 

(satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 

atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.  

Pasal 72 ayat (2), yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, 

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 

barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 


